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Abstract  

This study aims to analyze the supervisory function by the Walasiho Village Government in the management 

of Danau Biru Geotourism in Walasiho Village, Wowo District, North Kolaka Regency, Southeast Sulawesi. 

The research method uses a qualitative descriptive approach. Preparations for research, data collection and 
analysis will be carried out in January-August 2025. Primary data was obtained from the results of 

interviews with informants, namely the Head of Marketing of the North Kolaka Tourism Office, the Head of 

Walasiho Village, business actors, and visitors. Observations at the research site and Focus Group 

Discussion (FGD) with employees at the North Kolaka Tourism Office office completed the research data. 

The secondary data comes from articles, books, and documents from the North Kolaka Tourism Office and 
the Walasiho Village Government. Data analysis is in the form of data condensation, data presentation, and 

drawing conclusions according to the Miles, Huberman, and Saldana (2014) model. The results of the study 
show that the supervision carried out by the village government aims to ensure the maximum deposit of 

visitor levies as the village's contribution to the local original income (PAD) of North Kolaka Regency. 

Meanwhile, the supervisory function does not yet have standard standards, comprehensive performance 
indicators, gaps  with ideal standards, and corrective mechanisms that are not yet systematic.  In conclusion,  

the supervisory function of the Walasiho Village Government in the management of Danau Biru Geotourism 

is not ideal so that it has the potential to hinder the sustainability of tourism management. 

Keywords:  Danau Biru, Geotourism, Supervision, North Kolaka 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan menganalisis fungsi pengawasan oleh Pemerintah Desa Walasiho dalam pengelolaan 

Geowisata Danau Biru di Desa Walasiho, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. 

Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Persiapan penelitian, pengumpulan data 

dan analisis dilakukan pada Januari-Agustus 2025. Data primer diperoleh dari hasil wawancara terhadap 

informan, yaitu Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Kolaka Utara, Kepala Desa Walasiho, pelaku 

usaha, serta pengunjung. Observasi di lokasi penelitian dan Focus Group Discussion (FGD) bersama 

pegawai di kantor Dinas Pariwisata Kolaka Utara melengkapi data penelitian. Adapun data sekunder berasal 

dari artikel, buku, serta dokumen Dinas Pariwisata Kolaka Utara dan Pemerintah Desa Walasiho. Analisis 

data berupa kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sesuai model Miles, Huberman, dan 

Saldana (2014). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan pemerintah desa 

bertujuan untuk memastikan maksimalnya setoran retribusi pengunjung sebagai kontribusi desa terhadap 

pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Kolaka Utara. Sementara fungsi pengawasan belum memiliki 

standar baku, indikator kinerja komprehensif, adanya gap dengan standar ideal, serta mekanisme korektif 

yang belum sistematis.  Kesimpulannya, fungsi pengawasan Pemerintah Desa Walasiho dalam pengelolaan 

Geowisata Danau Biru belum ideal sehingga berpotensi menghambat keberlanjutan pengelolaan wisata. 

https://doi.org/10.69616/perkasa.v2i2.305
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Kata Kunci:  Danau Biru, Geowisata, Kolaka Utara, Pengawasan 

Pendahuluan  

Dalam rangka mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional, pemerintah turut 

menaruh perhatian terhadap sektor pariwisata di desa. Pengembangan destinasi wisata di desa diyakini 

mampu menggerek ekonomi lokal, meskipun pengelolaannya masih menghadapi kendala,  seperti 

manajemen yang belum optimal, terbatasnya peran pemangku kepentingan seperti kelompok sadar 

wisata (Pokdarwis), serta faktor anggaran dan dukungan publik (Falahuddin et al., 2020; Sabaruddin et 

al., 2023; Salouw & Pramono, 2023; Zhang et al., 2021). Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan menekankan 

pentingnya pengembangan daya tarik wisata yang berkelanjutan melalui kemitraan strategis antara 

pemerintah daerah, desa, dan masyarakat (Nurdin et al., 2023; Triaji et al., 2023). Salah satu 

implementasi kebijakan tersebut tampak pada pengelolaan Danau Biru di Desa Walasiho, Kecamatan 

Wawo, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, yang ditetapkan sebagai destinasi wisata prioritas 

daerah. Pengelolaan Danau Biru dilakukan melalui kerja sama antara Dinas Pariwisata Kabupaten 

Kolaka Utara dan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Usaha Bersama Desa Walasiho. 

Meskipun memiliki daya tarik wisata dan aksesibilitas memadai, pengelolaan Danau Biru 

belum optimal. Kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan sarana-prasarana, lemahnya kapasitas 

organisasi pengelola, dan belum maksimalnya pengawasan pemerintah daerah maupun desa (Mahmud 

et al., 2024). Kondisi ini menunjukkan adanya empirical problem, yaitu gap antara potensi wisata 

Danau Biru dengan kinerja pengelolaannya yang masih belum mampu memberikan dampak signifikan 

terhadap peningkatan ekonomi lokal, padahal angka kemiskinan di Kabupaten Kolaka Utara relatif 

tinggi (Ahmar & Hatta, 2023; BPS Kabupaten Kolaka Utara, 2023). 

Sejumlah penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti peran komunitas dan partisipasi 

masyarakat (Falahuddin et al., 2020; Sabaruddin et al., 2023; Salouw & Pramono, 2023), aspek 

sustainability dan kemitraan strategis (Nurdin et al., 2023; Triaji et al., 2023; Zhang et al., 2021), serta 

peran dinas pariwisata dalam pengembangan wisata alam (Gunawan et al., 2024). Namun, kajian yang 

secara spesifik menelaah fungsi pengawasan pemerintah desa dalam pengelolaan destinasi wisata 

berbasis desa masih sangat terbatas. Inilah yang membentuk gap research, di mana penelitian mengenai 

fungsi manajemen—khususnya pengawasan (controlling)—belum banyak dikaitkan dengan efektivitas 

pengelolaan destinasi wisata desa. 

Artikel ini menawarkan novelty, yaitu dengan menekankan pada fungsi pengawasan 

(controlling) oleh Pemerintah Desa Walasiho dalam pengelolaan Geowisata Danau Biru. Mengacu pada 

pandangan George R. Terry (2008), pengawasan merupakan proses penentuan standar, pengukuran 

kinerja aktual, dan tindakan korektif atas penyimpangan yang terjadi. Dengan demikian, fokus 

penelitian ini bukan hanya pada partisipasi masyarakat atau ketersediaan infrastruktur, tetapi pada 

sejauhmana fungsi pengawasan pemerintah mampu memastikan akuntabilitas, transparansi, dan 

efektivitas pengelolaan destinasi wisata. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini merumuskan 

pertanyaan sebagai berikut: Bagaimana fungsi pengawasan Pemerintah Desa Walasiho dalam 

pengelolaan Geowisata Danau Biru? 

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya pengawasan pemerintah desa dalam menjamin 

akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pengelolaan destinasi wisata berbasis desa. Dengan 

pengawasan yang lebih profesional dan partisipatif, destinasi Danau Biru diharapkan mampu 

meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, menggerakkan ekonomi lokal, serta memberikan 

kontribusi nyata terhadap pengurangan angka kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten 

Kolaka Utara (Nursamsir et al., 2024; Septiana et al., 2024). 

Metode  

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami situasi sosial 

yang mencakup sumber informasi, lokasi, dan aktivitas (Fadli, 2021) terkait pengelolaan Geowisata 

Danau Biru di Desa Walasiho, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. 

Persiapan, pengumpulan data dan analisis dilaksanakan pada Januari–Agustus 2025. Data dikumpulkan 

secara triangulasi melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan Focus Group Discussion 

(FGD). Informan ditentukan secara purposive dengan kriteria memiliki pengetahuan, pengalaman, dan 

keterlibatan langsung dalam pengelolaan atau aktivitas wisata Danau Biru. Berdasarkan kriteria tersebut, 
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informan terdiri atas Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Kolaka Utara, Kepala Desa 

Walasiho, pelaku usaha di kawasan Danau Biru, dan pengunjung wisata. FGD menghadirkan aparatur 

Dinas Pariwisata yang membidangi pemasaran, sumber daya manusia, dan destinasi untuk 

memperdalam temuan wawancara. Data sekunder diperoleh dari artikel ilmiah, buku, serta dokumen 

resmi Dinas Pariwisata Kolaka Utara dan Pemerintah Desa Walasiho. Analisis data menggunakan 

model Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang meliputi tiga tahapan, yaitu kondensasi data, 

penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kondensasi data dilakukan dengan memilih 

dan menyederhanakan informasi relevan dengan fokus penelitian, penyajian data dilakukan dalam 

bentuk narasi deskriptif untuk mengungkap pola dan hubungan antarkonsep, sedangkan penarikan 

kesimpulan dilakukan secara berulang selama proses penelitian guna memastikan validitas dan 

konsistensi temuan (Miles et al., 2014). Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman 

mendalam dan kontekstual mengenai fungsi pengawasan pemerintah desa dalam pengelolaan 

Geowisata Danau Biru. 

Hasil 

Objek wisata Danau Biru di Desa Walasiho, Kecamatan Wawo berada di pintu gerbang Kolaka 

Utara. Lokasinya strategis karena berbatasan dengan Kecamatan Iwoimendaa, Kabupaten Kolaka, 50 

kilometer dari Lasusua, ibukota Kabupaten Kolaka Utara. Danau ini unik karena memiliki air payau 

biru berjarak 10 meter dari bibir pantai, sekaligus memiliki goa yang terhubung dengan laut. Kedalaman 

danau saat air laut pasang hingga 11 meter. Untuk mencapai kawasan danau, pengunjung  dikenai tarif 

Rp5.000 per orang serta biaya parkir kendaraan sebesar Rp5.000. Menurut keterangan Kepala Desa 

Walasiho, Tl, pemanfaatan Danau Biru sebagai kawasan wisata dimulai setelah terbentuknya Kabupaten 

Kolaka Utara pada 18 Desember 2003 melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003. Berdasarkan 

data dari laman jadesta.kemenparekraf.go.id, Danau Biru telah dilengkapi fasilitas penunjang wisata. 

Selain  area parkir kendaraan, terdapat pula balai pertemuan, kamar mandi umum, selfie area, spot foto, 

serta tempat makan. Lokasi ini juga dapat diakses melalui Google Maps. Pada 23 Februari 2023, 

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menetapkan Geowisata Danau Biru dalam kategori desa 

wisata berkembang (Dinas Pariwisata Kolaka Utara dan Pusat Informasi Data Investasi Indonesia, 

2018). 

Dengan menggunakan fungsi pengawasan dalam aspek manajemen yang dikemukakan George 

R. Terry (2008), penelitian ini menjelaskan bagaimana pengawasan yang dilakukan Pemerintah Desa 

Walasiho dalam pengelolaan destinasi wisata Geowisata Danau Biru, Kolaka Utara. Pertama, 

penetapan standar. Dalam prinsip manajerial, standar seharusnya mencakup keuangan, kualitas layanan, 

keselamatan, fasilitas, serta aspek keberlanjutan lingkungan. Berdasarkan hasil penelitian, Kepala Desa 

Walasiho, Tl mengatakan, sudah 3 tahun sejak tahun 2022, pengelolaan Danau Biru didasarkan pada 

perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara dan Pemerintah Desa Walasiho. 

Perjanjian kerjasama terakhir antara Dinas Pariwisata Kabupaten Kolaka Utara dengan Bumdes Usaha 

Bersama Desa Walasiho Nomor: 100.3.7/167/DISPAR/XII/2024 dan Nomor 007/BUMDES/2024 

tentang Pengelolaan Obyek Wisata Danau Biru di Desa Walasiho, Kecamatan Wawo, Kabupaten 

Kolaka Utara terhitung 1 Januari 2025-31 Desember 2025. 

Merujuk perjanjian tersebut, Bumdes berkewajiban menyetor ke kas daerah sebesar 

Rp50.000.000. Penyetoran diangsur setiap bulan dimulai pada Januari 2025 melalui Bendahara 

Penerima pada Dinas Pariwisata Kolaka Utara.   Ruang lingkup kerjasama tertulis pada pasal 5. Pihak 

Dinas Pariwisata Kolaka Utara bertanggung jawab atas: (a) penyediaan lahan dan fasilitas dasar yang 

ada di obyek wisata; (b) memberikan hak kelola kepada Bumdes Usaha Bersama Desa Walasiho sesuai 

ketentuan yang disepakati, serta; (c) menyediakan  dukungan administratif dan legalitas terkait 

pengelolaan obyek wisata.  Sementara itu, pihak Bumdes Usaha Bersama Desa Walasiho bertanggung 

jawab atas; (a) pengelolaan operasional harian obyek wisata, termasuk tetapi tidak terbatas pada 

pelayanan, keamanan, kebersihan dan perawatan fasilitas; (b) melakukan promosi dan pemasaran untuk 

meningkatkan jumlah pengunjung; (c) pengembangan fasilitas dan inovasi layanan di obyek wisata.  

Salah satu turunan dari perjanjian kerjasama dalam pengelolaan Danau Biru adalah 

dilakukannya pengawasan terhadap keselamatan pengunjung. Kepala Desa Walasiho, Tl  menyebut ada 

dua petugas dari Bumdes yang senantiasa melakukan monitoring atau pengawasan keamanan danau 

(Wawancara Rabu, 23 Juli 2025). Pengawasan pengunjung juga dilakukan secara informal oleh 

penyedia penyewaan pelampung dan perlengkapan selam.  Penyedia pelampung dan perlengkapan 
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selam, AA mengatakan, pengelola Danau Biru juga senantiasa mengimbau untuk mengawasi 

pengunjung yang mandi dan berenang, baik di pantai, maupun di Danau Biru (Wawancara Senin, 14 

Juli 2025).  

Kedua, pengukuran kinerja. Secara normatif, pengukuran kinerja harus menggunakan indikator 

yang jelas, terukur, dan beragam, baik kuantitatif maupun kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, di 

Geowisata Danau Biru, pengukuran kinerja berbasis capaian retribusi yang dikelola Bumdes. 

Monitoring pengunjung juga dilakukan pada jumlah kedatangan dan pendapatan yang diperoleh.  

Menurut Kepala Desa Walasiho, Tl, dalam berbagai pertemuan dengan pemerintah daerah pihaknya 

sering menyampaikan tingginya jumlah kunjungan Danau Biru. Bukan hanya masyarakat umum, 

namun juga pengunjung dari pejabat daerah dan pemerintah pusat. Hal ini relevan dengan data dari 

Dinas Pariwisata Kabupaten Kolaka Utara.  Total pengunjung 2022-2024 di Danau Biru mencapai 

197.898 orang, dengan grafik kunjungan yang meningkat setiap tahun, yaitu 23.351 pada 2022, 82.290 

pada 2023, dan 92.257 pada 2024.  Jika dipilah berdasarkan jenis pengunjung, jumlah wisatawan lokal 

dan nusantara hampir berimbang, yaitu 116.796 (59,02%) wisatawan lokal, dan 81.102 (40,98%) 

wisatawan nusantara.  Adapun kunjungan wisatawan pada 2022 terdiri dari 13.744 wisatawan lokal dan 

9.607 wisatawan nusantara, pada 2023 44.889 wisatawan lokal dan 37.401 wisatawan nusantara, serta 

pada 2024 terdapat 58.163 wisatawan lokal dan 34.094 wisatawan nusantara.  Berikut grafik jumlah 

pengunjung Danau Biru Desa Walasiho tahun 2022–2024 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Grafik Pengunjung Danau Biru Desa Walasiho (2022–2024).  

Sumber: Dinas Pariwisata Kolaka Utara 

 

Kepala Bidang Pemasaran pada Dinas Pariwisata Kolaka Utara, SR mengakui soal target 

retribusi dari pengunjung Danau Biru, namun belum mengetahui strategi yang dapat diukur dalam 

pengelolaan Geowisata Danau Biru. Kutipan wawancara SR sebagai berikut: 

“(untuk laporan dari Pemerintah Desa Walasiho ke Dinas Pariwisata Kabupaten Kolaka 

Utara) Yang saya tahunya cuman PAD (Pendapatan Asli Daerah) nya saja, tapi saya 

ndak tahu laporannya, misalnya mau dibikinkan apa, macam apa. (Tapi kalau 

pengunjungnya) ada, karena targetnya kan tercapai. Rp 50.000.000 (per tahun), kita 

kontrakkan per tahun.” (Wawancara Selasa, 22 Juli 2025).  

Merujuk penjelasan di atas, pengukuran kinerja belum komprehensif, karena belum mencakup 

indikator layanan, keamanan, maupun kepuasan pengunjung, padahal aspek tersebut sangat 

menentukan keberlanjutan destinasi wisata. 

Ketiga, membandingkan dengan standar. Dalam kerangka pengawasan, perbandingan hasil 

dengan standar bertujuan menemukan deviasi atau penympangan yang dapat menjadi dasar evaluasi. 

Hasil penelitian menunjukkan, di Geowisata Danau Biru, perbandingan sebatas ditujukan pada aspek 

capaian setoran bulanan dari retribusi kunjungan ke Dinas Pariwisata. Evaluasi mengenai kualitas 

layanan, keselamatan, dan pengelolaan lingkungan belum dilakukan dalam konteks ideal.  Kepala Desa 
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Walasiho, Tl menyebut keterbatasan jumlah personel Bumdes Danau Biru membuat pengawasan 

kualitas layanan, keselamatan, dan pengelolaan lingkungan belum maksimal, terutama dalam 

pengaturan akses masuk dan standar keamanan. Kutipan pernyataan kepala desa sebagai berikut :    

“Adapun yang monitoring itu, ada memang petugasnya di situ. Petugasnya itu ada 

beberapa orang kemarin  tapi kalau hari-hari begini ada dua orang…Kalau nanti sudah 

bagus itu, insya Allah, kami nanti akan pakaikan, bukan lagi kaya begitu lagi, coba kita 

lihat kalau kita masuk Danau Biru, pintunya saja itu pintu begitu loss, tidak seperti 

permandian-permandian lain  kayak Tamborasi (di Kolaka Utara), satu pintu. Kita di 

sana bisa lewat pinggir laut orang.” (Wawancara  Rabu, 23 Juli 2025).  

Keempat, tindakan korektif. Idealnya, setiap penyimpangan harus direspons dengan langkah 

korektif melalui perbaikan sistem, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, atau penyesuaian 

kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, dalam praktik di Geowisata Danau Biru, tindakan korektif telah 

dilakukan dalam tataran berupa imbauan informal dari kepala desa kepada penyedia jasa usaha di lokasi 

Geowisata Danau Biru, misalnya terkait pengawasan anak-anak yang berenang. Hal ini berdasarkan 

wawancara dengan AA, penyedia jasa pelampung dan perlengkapan selam (Wawancara Senin, 14 Juli 

2025). Pola perbaikan ini cenderung reaktif  dan  berjalan secara parsial.  Monitoring dan evaluasi dari 

Dinas Pariwisata Kabupaten Kolaka Utara, sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Bidang Pemasaran 

Pariwisata, SR, tidak dilakukan secara rutin melalui kunjungan lapangan. Sebaliknya, pengawasan lebih 

banyak didelegasikan Kepala Desa Walasiho kepada Bumdes Usaha Bersama Desa Walasiho selaku 

pihak pengelola.  Padahal menurut SR, penting secara berkala melakukan kunjungan ke lokasi Danau 

Biru  untuk merespons keluhan pengunjung, seperti fasilitas dasar air bersih. Kutipan wawancara dari 

SR sebagai berikut:  

“Banyaklah yang harus dibenahi pak. Termasuk keluhannya pengunjung itu air bersih, 

utamanya air bersih. Kemudian fasilitaslah di sana pak yang belum memadai, padahal 

orang besar kayak Pangdam (Panglima Kodam) apa ia senang di sana, karena danaunya 

itu yang sangat-sangat nyata (keindahannya).  Kalau dari (bidang) pemasaran (Dinas 

Pariwisata Kolaka Utara) sendiri belum ada (untuk turun langsung melakukan 

monitoring di Danau Biru), saya ndak tahu kalau dari bidang destinasi, tapi sepertinya 

belum ada sih pak ya.” (Wawancara  Selasa, 22 Juli 2025). 

 

 Merespons pernyataan tersebut, Kepala Desa Walasiho, TI membenarkan mengenai 

ketersediaan air bersih yang belum teratasi meski telah mencoba berbagai solusi. Pihaknya mengklaim 

Kepala  Dinas Pariwisata Kolaka Utara menjanjikan untuk membantu fasilitas ini melalui rencana 

pembuatan sumur bor. Kutipan wawancaranya sebagai berikut:  

“Air bersih itu, kami kemarin sudah coba pakai pipa dari gunung sampai di bawah itu, 

tapi itu sangat luar biasa pendanaannya. Sering satu hari jalan, besok lagi tidak jalan. 

Kemudian lagi saya sudah coba pakai air PAM. Air PAM itu…sangat tidak memuaskan 

juga karena sekitar (Rp) 4 jutaan (dibayar) 1 bulan, jalan terus (airnya) iya, karena pakai 

kilometer. Saya coba kemarin musyawarah ke Dinas Pariwisata, mungkin bagusnya 

pak kadis kalau kemudian kita pakai sumur bor. Sumur bor ini kemarin tahun 2025 

ini… anggarannya bukan sedikit. Sekitar (Rp) 20 jutaan lebih baru kemudian bisa 

selesai. Jadi, kemarin saya komunikasi dengan dinas pariwisata, insya Allah pak desa 

nanti kita carikan solusinya, dan saya insya Allah akan bantu persoalan tentang Danau 

Biru itu.” (Wawancara Rabu, 23 Juli 2025).  

Diskusi/Pembahasan 

George R. Terry (20008) menempatkan pengawasan (controlling) sebagai salah satu fungsi 

utama manajemen yang berperan memastikan aktivitas organisasi berjalan sesuai rencana, instruksi, 

maupun tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Terry, pengawasan adalah proses untuk menentukan apa 

yang sedang dilaksanakan, menilai hasilnya, serta melakukan tindakan korektif apabila terdapat 

penyimpangan, sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat diarahkan kembali pada jalurnya. Pengawasan 

dalam organisasi bertujuan untuk memastikan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai rencana dan 

standar berlaku, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien.  Terry  menyatakan 
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pengawasan terdiri atas empat tahap utama. Pertama, penetapan standar (establishing standards), yaitu 

proses menetapkan tolok ukur kinerja yang akan dijadikan pedoman. Standar dapat berupa ukuran 

kuantitatif, seperti biaya, waktu, dan volume kerja, maupun ukuran kualitatif seperti mutu pelayanan 

dan kepuasan pengguna. Kedua, pengukuran kinerja (measuring performance), yaitu menilai hasil nyata 

dari kegiatan yang dijalankan. Tahap ini berfungsi untuk mengidentifikasi capaian kerja secara objektif. 

Ketiga, membandingkan dengan standar (comparing with standards), yaitu membandingkan hasil 

aktual dengan standar yang ditetapkan untuk menemukan kesenjangan atau penyimpangan. Keempat, 

tindakan korektif (taking corrective action), yaitu langkah perbaikan atas penyimpangan yang 

ditemukan, baik untuk memperbaiki kekurangan yang sedang berlangsung, maupun mencegah agar 

tidak terulang pada masa mendatang (Terry, 2008). Keempat tahap tersebut menunjukkan bahwa 

pengawasan menurut Terry bukan sekadar kegiatan mengawasi, tetapi merupakan mekanisme sistematis 

yang bersifat siklus. Proses dimulai dari penetapan standar hingga tindakan korektif, lalu kembali lagi 

ke tahap awal sebagai dasar penyempurnaan standar berikutnya. Dengan demikian, fungsi pengawasan 

menjadi instrumen penting untuk menjamin tercapainya efektivitas dan efisiensi organisasi. 

Keempat komponen ini, yaitu penetapan standar, pengukuran kinerja, perbandingan dengan 

standar, serta tindakan korektif idealnya menjadi instrumen penting dalam memastikan efektivitas 

pengelolaan, termasuk dalam konteks destinasi wisata. Namun, hasil penelitian pada Geowisata Danau 

Biru memperlihatkan adanya kesenjangan antara prinsip ideal dengan praktik yang berlangsung. 

Pertama, penetapan standar. Penetapan standar merupakan fondasi awal dalam fungsi 

pengawasan karena menjadi acuan dasar untuk mengukur keberhasilan pengelolaan destinasi wisata. 

Standar yang dimaksud mencakup aspek kepemimpinan, pembagian peran, kualitas pelayanan, 

keamanan, serta keberlanjutan lingkungan. Dalam literatur, standar pengelolaan yang baik pada 

destinasi wisata harus dituangkan dalam aturan maupun prosedur baku sehingga semua pihak memiliki 

pedoman yang sama (Darmawan, 2025). Aturan tersebut misalnya diturunkan dari rencana induk 

pembangunan kepariwisataan dari tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Arah dari 

pembangunan kepariwisataan antara lain diwujudkan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas daya 

tarik wisata secara merata (Sawir & Pende, 2020).  Pada konteks Danau Biru, standar tersebut belum 

sepenuhnya terbentuk karena peran Bumdes sebagai pengelola justru lebih menonjol dalam pengumpulan 

retribusi ketimbang melaksanakan fungsi manajerial yang komprehensif. Akibatnya, standar pelayanan dan 

pengawasan tidak terinstitusionalisasi dengan baik, sehingga mekanisme pengelolaan masih bersifat 

administratif semata.  

Kedua, pengukuran kinerja. Setelah standar ditetapkan, langkah berikutnya adalah mengukur 

sejauh mana pelaksanaan di lapangan sesuai dengan ketentuan tersebut. Pada kasus Danau Biru, 

keterlibatan masyarakat sebenarnya sudah terlihat, misalnya melalui peran warga lokal yang menjaga 

keamanan secara sukarela. Akan tetapi, peran tersebut belum dapat dikategorikan sebagai mekanisme 

pengawasan formal karena tidak ada indikator kinerja yang jelas untuk menilai efektivitas partisipasi 

masyarakat (Hariyadi et al., 2024). Padahal partisipasi masyarakat merupakan hal penting, bahkan aktor 

utama dalam pengawasan destinasi wisata sebagaimana konsep pariwisata berbasis masyarakat   

(Ariyan et al., 2025; Novianty et al., 2025). Artinya, meskipun ada aktivitas pengawasan dari 

masyarakat, pelaksanaannya tidak terukur dan tidak terdokumentasi sebagai bagian dari sistem 

pengelolaan wisata. Hal ini menunjukkan lemahnya fungsi pengukuran kinerja dalam pengawasan, 

terutama terkait partisipasi masyarakat dan efektivitas pengelolaan oleh Bumdes. Padahal, prinsip 

pengelolaan Bumdes sejatinya dilakukan sepenuhnya oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, 

dan untuk desa (Arafat et al., 2022; Kastam et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa fungsi 

pengawasan dan pembinaan pemerintah desa belum berjalan optimal untuk memastikan Bumdes 

berperan sebagai lembaga ekonomi sekaligus lembaga sosial yang mendorong kemandirian dan 

keberlanjutan destinasi wisata. Dengan kata lain, lemahnya pengawasan pemerintah desa berdampak 

pada belum terwujudnya tata kelola destinasi wisata yang partisipatif, transparan, dan berbasis 

pemberdayaan masyarakat sebagaimana semangat awal pembentukan Bumdes.  

Ketiga, membandingkan dengan standar. Pengukuran kinerja yang dilakukan idealnya harus 

dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan, agar dapat diketahui sejauh mana kesenjangan yang 

terjadi. Dalam kasus Danau Biru, gap ini terlihat jelas pada aspek manajemen risiko wisata. Misalnya, 

para penyedia jasa wisata di kawasan tersebut belum mendapatkan pelatihan memadai mengenai 

manajemen risiko dan keselamatan pengunjung. Sosialisasi yang pernah dilakukan sebatas 

penyelamatan orang tenggelam, tanpa dilanjutkan dengan standar operasional prosedur yang 
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komprehensif (Rusdiyanto et al., 2025). Terbatasnya pelatihan sumber daya ikut berkontribusi terhadap 

rendahnya kemampuan masyarakat dalam mengelola destinasi wisata di desa (Junaid et al., 2022). 

Perbandingan antara standar ideal yang menuntut kesiapan penuh dalam menghadapi risiko dan realitas 

di lapangan menunjukkan adanya ketimpangan yang cukup signifikan. Hal ini menegaskan bahwa 

proses membandingkan kinerja dengan standar belum berjalan sebagaimana diharapkan di Danau Biru. 

Keempat, tindakan korektif (taking corrective action). Aspek terakhir adalah tindakan korektif, 

yaitu upaya yang dilakukan untuk memperbaiki kelemahan atau kekurangan yang ditemukan dalam 

proses pengawasan. Dalam konteks Danau Biru, tindakan korektif seharusnya diarahkan pada 

peningkatan kapasitas warga lokal melalui pelatihan, pendampingan, dan edukasi berkelanjutan agar 

mereka mampu menjalankan fungsi pengawasan sesuai standar. Hal ini sejalan dengan gagasan inovasi 

sosial dalam desa wisata yang menekankan pentingnya kolaborasi antara kelembagaan desa, pemerintah 

daerah, dan masyarakat untuk menciptakan sistem pengelolaan yang inklusif (Salam et al., 2025; 

Yuningsih et al., 2025). Namun kenyataannya, pengawasan di Danau Biru belum sepenuhnya terkoneksi 

antara desa, Bumdes, dan pelaku usaha. Temuan penelitian, kendala pengelolaan seringkali melibatkan 

pemerintah desa untuk berkoordinasi dengan dinas pariwisata. Keterbatasan  ini menghambat 

terciptanya tindakan korektif yang terkoordinasi, sehingga setiap pihak berjalan dengan kepentingannya 

masing-masing. Padahal, tindakan korektif yang ideal seharusnya bersifat kolaboratif, melibatkan 

seluruh pemangku kepentingan, dan diarahkan pada perbaikan sistem pengelolaan wisata yang 

berkelanjutan.  

Dengan eksplorasi ini, setiap aspek pengawasan menurut Terry tidak hanya dipisahkan, tetapi 

juga diperdalam sehingga terlihat hubungan antara teori, realitas lapangan di Danau Biru, serta 

kesenjangan yang ada. Jika ditinjau secara keseluruhan, keempat aspek pengawasan menurut Terry—

penetapan standar, pengukuran kinerja, membandingkan dengan standar, dan tindakan korektif—belum 

berjalan secara utuh dalam pengelolaan wisata Danau Biru. Penetapan standar hanya terbatas pada 

aspek administratif melalui Bumdes, tanpa diikuti mekanisme baku terkait kualitas layanan, 

keselamatan, dan keberlanjutan. Pengukuran kinerja masyarakat maupun Bumdes belum dilakukan 

secara sistematis, sehingga peran mereka dalam pengawasan lebih bersifat sukarela dan tidak 

terdokumentasi. Perbandingan antara standar ideal dan realitas lapangan memperlihatkan kesenjangan 

besar, terutama pada aspek manajemen risiko wisata yang tidak sesuai dengan pedoman ideal. 

Sementara itu, tindakan korektif yang seharusnya mampu menutup celah kelemahan justru terkendala 

oleh konektivitas peran antara desa, Bumdes, dan pelaku usaha, sehingga kolaborasi pengawasan belum 

terbangun secara sinergis. Berikut tabel yang menggambarkan empat aspek pengawasan menurut Terry 

beserta kondisi nyata di Danau Biru. 

Tabel 1. Pengawasan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Danau Biru 

Fungsi Pengawasan (Terry) Penerapan pada Bumdes (Hasil Analisis) 

Penetapan Standar (Establishing Standards) Bumdes fokus retribusi, standar layanan belum baku 

Pengukuran Kinerja 

(Measuring Performance) 

Partisipasi masyarakat ada, belum ada indikator 

formal 

Membandingkan dengan Standar 

(Comparing with Standards) 

Ada gap pada manajemen risiko, pelatihan belum 

memadai 

Tindakan Korektif 

(Taking Corrective Action) 

Pelatihan dan kolaborasi diperlukan, pengawasan 

belum terkoneksi 

Sumber: Analisis Data Primer dan Sekunder 

Tabel memperlihatkan bahwa proses pengawasan menurut Terry idealnya berlangsung secara 

berurutan dari penetapan standar hingga tindakan korektif. Namun, dalam konteks Danau Biru, setiap 

tahap memperlihatkan kelemahan yang membuat sistem pengawasan tidak berjalan utuh.  Secara 

singkat, tabel memperlihatkan kondisi yang seharusnya berkesinambungan, tetapi di Danau Biru 

terdapat “celah” pada setiap tahap, mulai dari keterbatasan standar, absennya indikator kinerja, adanya 

gap dengan standar ideal, hingga tindakan korektif yang terhambat oleh fragmentasi.  Dengan demikian, 

kelemahan utama pengawasan di Danau Biru bukan hanya terletak pada minimnya sumber daya 

manusia atau kapasitas teknis, tetapi juga pada belum tersedianya  sistem pengawasan yang terintegrasi 
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dan berorientasi pada standar baku. Hal ini memperkuat temuan penelitian sebelumnya yang 

menekankan pentingnya pengawasan partisipatif dan kolaboratif dalam pengelolaan desa wisata 

berkelanjutan (Darmawan, 2025; Hariyadi et al., 2024; Rusdiyanto et al., 2025; Salam et al., 2025). 

Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa penerapan desa wisata berkelanjutan sangat 

dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung dan penghambat yang secara langsung berkaitan dengan 

fungsi pengawasan pemerintah desa. Faktor pendukung seperti potensi alam dan budaya, kondisi 

lingkungan yang masih terjaga, sikap positif masyarakat terhadap pariwisata, budaya gotong royong, 

keberadaan event budaya, serta komitmen para pemangku kepentingan desa  (Junaid et al., 2022), dapat 

berjalan efektif apabila diawasi dan dikelola secara konsisten oleh pemerintah desa melalui mekanisme 

pengawasan yang terarah dan partisipatif. Begitu pula, penguatan kapasitas aparatur desa, kelembagaan, 

serta dukungan pemerintah menjadi bagian penting dari fungsi kontrol pemerintah desa dalam 

memastikan bahwa seluruh kegiatan pariwisata berjalan sesuai dengan prinsip keberlanjutan (Mahmud 

et al., 2024; Novianty et al., 2025).  

Sebaliknya, faktor penghambat seperti keterbatasan sarana dan prasarana, lemahnya 

perencanaan, aksesibilitas yang sulit, keterbatasan jaringan internet, serta rendahnya kesadaran dan 

keterampilan masyarakat (Kholil et al., 2023; Mahmud et al., 2024), menunjukkan perlunya 

pengawasan desa yang lebih aktif dan kolaboratif. Dalam konteks Danau Biru, lemahnya sistem 

pengawasan pemerintah desa yang belum terintegrasi menyebabkan efektivitas pengelolaan destinasi 

wisata menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, sebagaimana disarankan penelitian terdahulu, 

pemerintah desa perlu memperkuat fungsi pengawasan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku 

kepentingan lain secara kolaboratif, memanfaatkan teknologi digital untuk promosi dan pelaporan, serta 

memastikan setiap tahap pengelolaan wisata berada dalam kendali sistem pengawasan yang transparan 

dan akuntabel. 

Kesimpulan 

Secara umum, fungsi pengawasan pemerintah desa dalam pengelolaan Geowisata Danau Biru 

di Desa Walasiho, Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, belum sesuai kondisi ideal menurut George R 

Terry. Fungsi pengawasan belum memiliki standar baku, indikator kinerja komprehensif, adanya gap 

dengan standar ideal serta mekanisme korektif yang sistematis. Kondisi ini berpotensi menghambat 

keberlanjutan pengelolaan wisata, meskipun potensi wisata alamnya besar. Badan Usaha Milik Desa 

(Bumdes) Usaha Bersama Desa Walasiho selaku pengelola langsung Danau Biru sejauh ini berfokus 

pada capaian finansial dan belum maksimal pada kualitas layanan dan keamanan.   Untuk memperkuat 

fungsi pengawasan, perlu dilakukan beberapa aspek. Pertama, Dinas Pariwisata Kolaka Utara perlu 

menetapkan standar pengelolaan wisata (keselamatan, fasilitas, pelayanan, lingkungan) dan 

menyelenggarakan pelatihan pengelolaan wisata di wilayahnya. Kedua, Pemerintah Desa Walasiho agar 

melibatkan masyarakat dalam mekanisme monitoring berbasis komunitas. Ketiga, kolaborasi multi-

stakeholder antara pemerintah desa, dinas pariwisata, Pokdarwis, dan komunitas lokal agar pengawasan 

tidak hanya formal tetapi juga partisipatif dan profesional. 
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